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Abstract

This article discusses the crucial role of contract law in supporting
economic and business development in Indonesia. In the context of
globalization and increasingly complex economic dynamics, a deep
understanding of the legal framework of agreements is important for
economic and business actors. This research examines various aspects of
contract law, including basic principles, dispute resolution, protection of
intellectual property rights, and regulations related to the diverse and
dynamic business environment in Indonesia. From the analysis carried out,
this research concludes that the existence of strong and reliable contract
law is the main prerequisite for sustainable economic development.
Guaranteeing legal certainty, protecting the rights of parties, and
facilitating efficient business transactions are crucial elements in creating a
conducive investment climate and encouraging inclusive economic growth.

Abstrak

Artikel ini membahas peran krusial hukum perjanjian dalam mendukung
perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dalam konteks
globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman
yang mendalam tentang kerangka hukum perjanjian menjadi penting bagi
para pelaku ekonomi dan bisnis. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek
hukum perjanjian, termasuk prinsip-prinsip dasar, penyelesaian sengketa,
perlindungan hak kekayaan intelektual, serta regulasi yang terkait dengan
lingkungan bisnis yang beragam dan dinamis di Indonesia. Dari analisis
yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan hukum
perjanjian yang kuat dan dapat diandalkan merupakan prasyarat utama
bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keterjaminan kepastian
hukum, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta fasilitasi transaksi
bisnis yang efisien merupakan elemen krusial dalam menciptakan iklim
investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif.
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Dalam konteks dinamis globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin meningkat,
perjanjian dalam kerangka ekonomi memainkan peran sentral dalam membentuk dan
mengatur hubungan antar individu, organisasi, dan negara. Perjanjian ekonomi tidak hanya
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menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas, tetapi juga
berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan kepastian hukum, perlindungan hak,
dan penyelesaian sengketa dalam lingkungan ekonomi yang beragam dan kompleks.

Dalam pandangan ini, hukum perjanjian memiliki peran krusial dalam menjamin
kestabilan dan keberlanjutan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Memahami secara komprehensif bagaimana hukum perjanjian bekerja dalam konteks
ekonomi adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaat dari perjanjian tersebut dan untuk
meminimalkan risiko yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian.

Jurnal ini bertujuan untuk menginvestigasi berbagai aspek penting dari hukum
perjanjian dalam aspek ekonomi. Dengan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan interpretasi
hukum, implementasi perjanjian, serta penyelesaian sengketa, jurnal ini berupaya
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum perjanjian
dalam konteks ekonomi yang terus berkembang.

Melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup perspektif hukum, ekonomi, dan
politik, jurnal ini berharap dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi,
praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan pelaku ekonomi dalam menghadapi tantangan dan
peluang yang terkait dengan perjanjian dalam konteks ekonomi. Dengan demikian,
diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam mengembangkan
kerangka kerja hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global yang
terus berkembang.

Metode Penelitian

Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengandalkan
deskripsi dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data melalui
berbagai sumber-sumber sekunder. Penulis menggunakan sumber-sumber sekunder seperti
jurnal ilmiah dan artikel ilmiah laiinnya serta buku referensi terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hukum Positif Perjanjian di Indonesia

Hukum perjanjian di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum kontrak di
negara tersebut. Dasar hukum mengenai hukum perjanjian di Indonesia terutama diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan bagian dari sistem
hukum sipil. Prinsip-prinsip hukum perjanjian di Indonesia mengacu pada hukum umum
yang berlaku di negara ini dan juga beberapa peraturan khusus yang mengatur jenis
perjanjian tertentu (Hutabarat, 2010).

Salah satu prinsip utama dalam hukum perjanjian di Indonesia adalah prinsip

kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian
memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perjanjian asalkan tidak bertentangan
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dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun demikian, prinsip ini juga
terikat pada prinsip kewajaran dan itikad baik antara para pihak.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip umum dalam hukum perjanjian di Indonesia,
seperti kepastian hukum, kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian, keharusan memenuhi
kewajiban, dan penyelesaian sengketa. Hukum perjanjian di Indonesia juga mengakui adanya
kewajiban untuk menjalankan itikad baik, yakni kejujuran dan keterbukaan antara para pihak
yang terlibat dalam perjanjian.

Peraturan khusus yang mengatur perjanjian di Indonesia mencakup berbagai bidang,
termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pasar modal, dan peraturan sektoral
lainnya yang mengatur perjanjian di bidang-bidang khusus tersebut.

Dalam prakteknya, penegakan hukum perjanjian di Indonesia dilakukan melalui
pengadilan, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme
penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, mediasi, maupun litigasi di pengadilan.

Sebagai negara yang terus mengalami perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat,
hukum perjanjian di Indonesia terus mengalami penyesuaian dan perubahan untuk
memastikan bahwa peraturan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mengatur hubungan
kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kepastian hukum dan
perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perjanjian dapat terjamin.

Di Indonesia, sumber hukum perjanjian didasarkan pada berbagai peraturan hukum
dan prinsip hukum yang mengatur pembentukan, interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian
sengketa perjanjian. Berikut adalah beberapa sumber hukum perjanjian di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang
menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi semua peraturan
perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan perjanjian.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Merupakan peraturan hukum
utama yang mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk hukum perjanjian.
KUHPerdata memberikan pedoman mengenai Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,
hak dan kewajiban para pihak, serta cara-cara penyelesaian sengketa.

3. Undang-Undang Khusus: Terdapat undang-undang khusus yang mengatur jenis-jenis
perjanjian tertentu, misalnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas untuk
perjanjian perusahaan, Undang-Undang tentang Arbitrase untuk perjanjian arbitrase,
dan peraturan lainnya yang mengatur perjanjian dalam bidang-bidang spesifik.

4. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan, terutama dari Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, dan Mahkamah Agung, juga merupakan sumber hukum perjanjian di
Indonesia. Putusan ini dapat menjadi preseden atau pedoman untuk menafsirkan dan
menerapkan hukum perjanjian dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

5. Perjanjian Internasional: Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
juga menjadi sumber hukum perjanjian di negara ini. Perjanjian internasional yang
telah diratifikasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang di
Indonesia.
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Sumber-sumber hukum di atas memberikan kerangka kerja hukum yang penting
dalam mengatur perjanjian di Indonesia. Penerapan dan interpretasi sumber-sumber hukum
ini dilakukan oleh pengadilan dan lembaga hukum lainnya sesuai dengan konteks spesifik
dari perjanjian yang terlibat.

Di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, terdapat
serangkaian pasal yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum perjanjian.
Beberapa pasal yang relevan dan umumnya dijadikan acuan dalam kasus-kasus perjanjian
adalah sebagai berikut (Isnaeni, 2016):

1. Pasal 1320 KUHPerdata: Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat
menurut ketentuan yang ditentukan oleh hukum, harus dipatuhi oleh para pihak yang
terlibat. Ini menegaskan pentingnya kesepakatan antara para pihak dalam membentuk
suatu perjanjian yang sah.

2. Pasal 1338 KUHPerdata: Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Para pihak harus mematuhi ketentuan perjanjian dan bertindak
secara wajar dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

3. Pasal 1338 KUHPerdata: Pasal ini juga mengatur bahwa perjanjian harus dilakukan
dengan itikad baik. Para pihak harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran,
keterbukaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian.

4. Pasal 1338 KUHPerdata: Pasal ini menetapkan bahwa para pihak harus memenuhi
kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Jika salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain memiliki hak untuk menuntut
pelaksanaan kewajiban tersebut atau menuntut ganti rugi.

5. Pasal 1338 KUHPerdata: Pasal ini juga menyatakan bahwa para pihak harus
melaksanakan perjanjian sesuai dengan aturan yang diatur oleh undang-undang dan
dengan itikad baik.

Selain dari pasal-pasal di atas, terdapat juga pasal-pasal terkait yang terkandung
dalam undang-undang khusus, tergantung pada jenis perjanjian yang sedang dibahas.
Misalnya, untuk perjanjian jual beli, pasal-pasal terkait dapat ditemukan dalam Bab V
KUHPerdata. Untuk perjanjian-perjanjian tertentu, seperti perjanjian bisnis, peraturan
perusahaan, atau perjanjian internasional, terdapat undang-undang dan peraturan lain yang
mengatur lebih detail tentang ketentuan-ketentuan spesifik yang harus dipatuhi.

Hukum Perjanjian dalam Ekonomi dan Bisnis di Indonesia

Hukum perjanjian dalam bisnis di Indonesia merupakan aspek penting yang mengatur
berbagai transaksi bisnis dan kerjasama antara perusahaan atau individu dalam lingkungan
bisnis. Beberapa poin kunci terkait dengan hukum perjanjian dalam bisnis di Indonesia
adalah sebagai berikut (Darma, 2016) :

1. Kesepakatan dan Persyaratan Sah: Perjanjian bisnis harus didasarkan pada
kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Persyaratan sah ini mencakup
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unsur-unsur seperti kesepakatan yang jelas, pertimbangan yang sah, dan objek yang
legal.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab: Para pihak dalam perjanjian bisnis bertanggung
jawab untuk mematuhi ketentuan perjanjian tersebut dan melaksanakannya dengan
itikad baik. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masing-
masing pihak, serta untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan undang-
undang yang berlaku.

3. Penyelesaian Sengketa: Hukum perjanjian dalam bisnis di Indonesia juga mengatur
mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, seperti melalui
arbitrase, mediasi, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Pengaturan ini
memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang efisien dan
efektif, tanpa harus menghadap ke pengadilan.

4. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum: Hukum perjanjian dalam bisnis
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam rangka
mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Selain itu, hukum ini juga
memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban para pihak,
sehingga setiap pihak merasa aman dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

5. Regulasi Bisnis: Selain hukum perjanjian umum, ada juga regulasi bisnis yang lebih
spesifik, seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang
tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dan
regulasi sektor bisnis lainnya yang memberikan kerangka kerja hukum yang lebih
khusus untuk jenis-jenis perjanjian bisnis tertentu.

Memahami dan mematuhi hukum perjanjian dalam bisnis di Indonesia merupakan hal
penting bagi para pelaku bisnis untuk memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan
hukum dan tidak melanggar regulasi yang berlaku. Selain itu, pemahaman yang baik tentang
hukum perjanjian juga dapat membantu dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul
dalam konteks bisnis.

Hukum Perjaanjian dan Hak Pebisnis di Indonesia

Hak-hak pebisnis dalam hukum perjanjian di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan
dan prinsip hukum yang mengakui dan melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dalam
transaksi bisnis. Beberapa hak yang penting bagi pebisnis dalam konteks hukum perjanjian
Indonesia adalah sebagai berikut (Laurensius, 2017):

1. Hak atas Kesepakatan yang Sah: Para pebisnis memiliki hak untuk memasuki
perjanjian yang sah dan mengikat, yang mencakup hak untuk menetapkan syarat-
syarat dan kondisi-kondisi yang menguntungkan mereka dan untuk menegakkan
kesepakatan tersebut.

2. Hak atas Perlindungan Hukum: Pejabat bisnis memiliki hak untuk dilindungi oleh
hukum terhadap pelanggaran perjanjian, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan
pembayaran, pelaksanaan kewajiban, atau pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual.

3. Hak atas Penyelesaian Sengketa yang Adil: Para pebisnis memiliki hak untuk
penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
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Mereka juga memiliki hak untuk memilih proses penyelesaian sengketa yang
dianggap paling sesuai untuk situasi tertentu, seperti melalui arbitrase atau proses
mediasi.

4. Hak atas Perlindungan Data dan Informasi: Dalam transaksi bisnis, pebisnis
memiliki hak untuk melindungi data dan informasi rahasia perusahaan yang mungkin
terungkap selama perjanjian. Hal ini termasuk perlindungan terhadap pengungkapan
informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa izin.

5. Hak atas Pelaksanaan Perjanjian yang Adil: Para pebisnis memiliki hak untuk
memastikan bahwa perjanjian yang disepakati dijalankan secara adil dan wajar oleh
semua pihak yang terlibat, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran
terhadap hak-hak mereka.

6. Hak atas Kepastian Hukum: Pejabat bisnis memiliki hak untuk mengetahui dan
memahami hak-hak dan kewajiban mereka yang dijamin oleh hukum, termasuk hak-
hak yang berkaitan dengan perjanjian tertentu. Hal ini memastikan bahwa mereka
dapat beroperasi dalam lingkungan yang teratur dan dapat diandalkan secara hukum.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak pebisnis ini, diharapkan bahwa
lingkungan bisnis di Indonesia menjadi lebih aman, terjamin, dan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini juga memberikan kepastian hukum yang
penting bagi para pebisnis untuk melakukan kegiatan bisnis dengan keyakinan bahwa hak-
hak mereka akan dilindungi oleh hukum.

Peran Hukum Perjanjian dalam Ekonomi dan Bisnis

Hukum perjanjian yang kuat dan efektif dapat berperan sebagai katalisator untuk
mendorong pertumbuhan dan perkembangan aspek ekonomi dalam berbagai cara. Beberapa
di antaranya termasuk (Sabowo, 2019):

1. Mendorong Investasi dan Bisnis: Hukum perjanjian yang jelas dan terpercaya dapat
memberikan kepastian kepada investor dan pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat
mendorong mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang.
Kepercayaan ini membantu menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Mengurangi Ketidakpastian: Hukum perjanjian yang komprehensif dan jelas
membantu mengurangi ketidakpastian di antara para pihak yang terlibat dalam
transaksi ekonomi. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, yang pada
gilirannya mendorong investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

3. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Hukum perjanjian yang efektif dapat
membantu melindungi hak kekayaan intelektual dan inovasi, sehingga mendorong
perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk baru. Ini dapat
merangsang pertumbuhan dalam sektor ekonomi yang berbasis pengetahuan dan
meningkatkan daya saing di pasar global.

4. Memfasilitasi Perdagangan Internasional: Dengan adanya kerangka Kkerja
perjanjian yang jelas dan stabil, perdagangan internasional dapat dilakukan dengan
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lebih lancar. Ini dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk mengakses pasar
baru, meningkatkan ekspor, dan mengembangkan jejaring perdagangan global yang
lebih luas.

5. Menjamin Penegakan Kontrak yang Efektif: Hukum perjanjian yang kuat
memastikan penegakan kontrak yang efektif, yang penting untuk memastikan bahwa
kesepakatan yang dibuat dihormati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini
menciptakan kepercayaan di antara para pihak, yang pada gilirannya mendorong lebih
banyak transaksi ekonomi yang menguntungkan.

6. Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan: Hukum perjanjian yang memfasilitasi
perlindungan hak kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum dapat
mendorong inovasi dan kewirausahaan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan produk dan layanan baru, serta mendorong pertumbuhan sektor
ekonomi yang inovatif.

Dengan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, hukum perjanjian dapat
membantu membangun ekosistem bisnis yang sehat, dinamis, dan berkelanjutan, yang pada
gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini akan
mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara umum.

Korelasi antara hukum perjanjian dan iklim investasi di Indonesia sangat erat terkait.
Iklim investasi yang kondusif sangat bergantung pada keberadaan kerangka hukum perjanjian
yang kuat, jelas, dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa cara di mana hukum
perjanjian dapat berdampak pada iklim investasi di Indonesia:

1. Kepercayaan dan Kepastian Hukum: Hukum perjanjian yang jelas dan dapat
diandalkan menciptakan kepercayaan di antara investor, baik domestik maupun asing.
Ini membantu menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diandalkan, yang
pada gilirannya mendorong investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang di
Indonesia.

2. Perlindungan Hak-hak Investasi: Hukum perjanjian yang kuat dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap hak-hak investasi dan kepemilikan aset bagi para
investor. Perlindungan ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa investasi
mereka akan dilindungi oleh hukum, sehingga mendorong mereka untuk berinvestasi
tanpa takut akan risiko yang tinggi.

3. Penyelesaian Sengketa yang Efektif: Hukum perjanjian yang memfasilitasi
penyelesaian sengketa yang efektif dan adil memberikan jaminan kepada investor
bahwa masalah atau perselisihan yang mungkin timbul dapat diselesaikan dengan cara
yang transparan dan adil. Ini menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan
menjamin investasi jangka panjang.

4. Regulasi yang Tepat dan Transparan: Hukum perjanjian yang transparan dan tepat
memberikan pedoman yang jelas bagi para investor mengenai kerangka Kkerja
peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ini membantu mengurangi
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ambiguitas dan memastikan bahwa investor memahami persyaratan dan kewajiban
mereka dengan jelas sejak awal.

5. Fasilitasi Transaksi Bisnis: Hukum perjanjian yang memfasilitasi transaksi bisnis
yang lancar dan efisien membantu mempercepat proses investasi dan memudahkan
interaksi antara investor dengan pihak lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan
investasi yang menarik bagi investor yang mencari kemudahan dan kecepatan dalam
menjalankan bisnis mereka.

Dengan menerapkan kerangka hukum perjanjian yang kokoh dan kondusif, Indonesia
dapat meningkatkan iklim investasi di negara ini, yang pada gilirannya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.

Penutup

Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang hukum
perjanjian menjadi krusial bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam konteks ekonomi
yang semakin kompleks dan dinamis, hukum perjanjian memiliki peran penting dalam
menciptakan iklim investasi yang kondusif, memfasilitasi transaksi bisnis yang efisien, dan
melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dari tinjauan yang mendalam terhadap kerangka hukum perjanjian di Indonesia, dapat
disimpulkan bahwa keberadaan hukum perjanjian yang kuat, jelas, dan dapat diandalkan
merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan.
Pengakuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa yang
efektif, serta perlindungan data dan informasi merupakan elemen-elemen krusial dalam
memastikan kepastian hukum dan iklim investasi yang stabil.

Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka hukum
perjanjian di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk dalam hal
peningkatan kepastian hukum, percepatan penyelesaian sengketa, dan peningkatan
transparansi regulasi. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan kerangka kerja
hukum perjanjian yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dan bisnis yang
terus berkembang akan menjadi kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perjanjian dalam konteks
ekonomi dan bisnis di Indonesia, diharapkan bahwa para pelaku ekonomi dan bisnis dapat
mengoptimalkan potensi pertumbuhan, meminimalkan risiko, dan menciptakan lingkungan
bisnis yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Dengan demikian, kontribusi dari hukum
perjanjian di Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam pencapaian tujuan
pembangunan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.
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